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KEPUTUSAN
BUPATI KEPATA DAFRAH TINGSAT II NGANJUE
- NOUOR : OIZTAHUN 1990 .
- TENTANG

PEMBERIAN IJIN SEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDISAN (BP 3) SMP NEGERI PRAMBON SABUPATEN DAERAH TING -
BAT IT hGANJU# UNTUS MENGHIMPUN SUMBAGAN DARI PARA ANGGOTA -
NYA/ WALI MURID TAHUN 1990 :

BUPATI SEPALA DAFRAH TINGSAT II NGANJUK

: 1.Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan il
mu pengetahuan bagi murid-murid pada umwmnya, khususnya SMP-
Negeri Prambon Kabupaten Daerah Tingkat IT Nyanjuk, perlu a=
danya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari-
Negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri teruta
ma didalamnys Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan o
(BPe3)ss :

2.Bahwa Pengurus BP 3 SMP Negeri Prambon Kabupaten Daerah Ting |

kat II Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggo-
tanya/wali murid pada tanggal 8 Oktober 1989 yang dihadiri =
oleh beberapa Dewan Guru daﬁ‘Kepala Sekolah yang kemudian ‘e
dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi-
sarana program pendidikan antara lain :
- Pembelian mesin stensil roneo Rpe 3400045000, ==
= Perbaikan ruang ketrampilan " 1,583,500 =
- Pembelian mebelair : |

20 buah meja murid & 2 buah almari

rak / 24 plong " 1,550,000,==
= Pembelian alat-alat laboratorium " 504,000 ==
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g Jumlah Rpe 646370500~
Yang kesemuanya memerlukan biaya sebesar Rpe 6,637,500,--(e=~
nam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

3,Bahwa berdasarlcan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak kebe -
ratan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri-
Prambon untuk menghimpun sumbangan‘dari para anggotanya, se=-
panjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepen-
tingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengane
Keputusan Bupati Kepala Daerah,;
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1. Undang - Undang Homon 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Po~=
,merlntahan dm Daerah, s .

2. Undang = Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uvang
dan barang.; :

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia lNomor 29 Tahun 1980
tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan,

s

WMEMNPERHATTIKAN : 1, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pen -
didikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor PUOD/17/2/
13/1978 dan Nomor 8306/MRK/1978 Tanggal 8-2-1978 tentang =
Pungutan lMasa Sumbangan dari Orang tua murid, '

2. Surat Edaran Departemen Pendidi¥Xan dan Kebudayaan Propinsi=
Jawe Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04,22/B,18-1984-
tentang Pungutan pada Sekolah Negeri,.

3. Surat Keterangan/?ersetujuan dari Kantor Departemen Pendi -
dikan dan Kebudayaan-&abunaten Wganjulke tanﬂpal 28 Oktober -
1989 Nomor s+ 2309/1,04,22/B=-1989,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  : SEPUTUSAN BUPATT LEPALA DAERAH TINGSAT IT NGANJUK TENTANG PEM
. . BERTAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEIBANTU PENYELENGGARAAN =
PENDIDIXAN (BP,3) SMP NEGERT PRAIMBON KABUPATEN DAFRAH TING =
SAT II ﬁ@ANJU# UNTUS MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTA -
NYA/WALT MURID TAHUN 1990,

Pagal 1
Memberi Ijin fepada Pengurus BP 3 SUP Negeri Prambon =
ﬁabunuteh Daerah TingKat IT Nganjuk untuk menshimpun sumbang®:
an dari para anggotanya/Wali murid dengan ketenﬁuan sebagal =
berikut 3 . :

a. Tidak dipefkenankan menentukan‘%umbangan minimum dan maksi-
mun atau secara tetapos

be. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan -
atau paksaan.; ‘ !

~ Co Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru-
atau kenaikan kelas dan sebaginya.: :

de Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi di
terima menjadi murid sekolah yang bersangkutan,; v

@ Sumbangaﬁ'dilakukan dengan program yang jelas dan pengguna=
an sumbangan harus dilakukan derigan konkrit dan berencana -
perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SlP-
Wegerl Prambon., :

f, Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang -
dilakukan sendiri olsh BP 3 dan tidak dlperkenankan menggum
nakan personil Sekolah atau murid.;

: Pasal 2
Pengurus BP 3 SMP Negeri Prambon sebagaimana tersebut -
Pasal 1 diatas, dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima....
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ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya kepada ~-
Bupati Kepala Daerah. :
Pasal 3
Pemegang Ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib men =
taati kKetentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gu-
nakan sumbangan dimaksud untuk kepentingan lain selain me -
lengkapi sarana péndidikan SMP Negeri Prambon Kabupaten Dag
rah Tingkat IT Nganjuk.
Pasal 4
Bupati Kepala Daerah Tingkat IT Nganjuk sewaktu-waktu
dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari BP 3 serta
penggunaan Sumbangan SMP Negeri Prambon Kabunaten Daerah -
Tingkat II Nganjuke
5 Pasal 5
Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal di=-
tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlu =
nyé apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di

dalamnys.
Ditetapkan di : " GAN JUK
Tanggal s 8~y —4970
BUPATI & TINGSAT IT
”~ i
SALINAN : Heputusan ini di - Drs, IBNU SALAM

sampaifan Kepada :

YtheleSdr.Gubernur “~epala Daerah Ting-
kat I Jawa Timur di SURABAYA.;

2.9dr.Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi -
Jawa Timur di SURABAYA,.;

3eSdr.Pembantu Gubernur di AEDIRI.;
448dr MUSPIDA Sabupaten Dati IT Nganjuk.

549dr.Ketua DPRD Xgbupaten Dati II
Nganjuk, 3
6eSdr.Lepala fantor SOSPOL Aabupa’cen
Dati II Nganju¥es; =
7.Sdr Kepala Lantor DEPDL+BUD Aabupa-
ten Dati II Nganauko,
8.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II di
Nganjuke s :
9e.3dr.Pembantu Bupati di Warujayenge.
10e8dr.Camat Prambon di Prambon,
1l.Sdr.Kepala SWUP Negeri Prambon di
Prambon, 3

12.5dr.Letua BP 3 SHP Negeri Prambon dl
Prambon,
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